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Pepelitian in1 mengungkap bahwa eksklusi prinsip inklusivitas
SDGs porn 16 yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam
Singapore Green Plan 2030 bukanlah kelalnian, melainkan hasil dan
strategi nmorm focalizarion yang disengajs oleh rezim otoritarianisme
ekologis. Melalui proses udapiutm yaitu framing isu lingkungan
sebagai tnnl.-w mnbﬂh. grafting targét teknis SDGs yang selaras
dengan agenda domestik, dan prunime prnsip demokratis yang dianggap
Wmmwlnﬂﬁn}a Singapura berhasil mempertahankan
ﬁnulml negaraatas kebijakan lingkungan sambil mencapai target iklim yang
‘mmbisius,

Namun, legitimasi internasional Singapur sebagai pemlmpm
hijau” bertolak belakang dengan proktik domestik yang membatasi nuang
uﬂ. ‘Hal in1 memantik debat tentang kompatibilitas a.utaﬁ d'lnrﬁ:mmsme

(don keadilan lingkungan, terutama ketika kebijakan iklim justru
memperkual ketimpangan kekuasaan. Singapura membuktikan bahwa
target SDGs bisa dicapai tanpa prinsip inklusivitas, tetapi model ini berisiko
melanggenghan ketidokadilan,

. Keberhasilan _ini —memimbulkan pertanyaan reflebtif  terkait

‘bagaimana seharusnya tata kelola lingkungan dipraktikkan® Apakah model

otoritarianisme  ekologis yang mnnguﬂmkm ptrumpasl publik  bisa
dijustifikasi demi efisiensi? Jika model otarita

berhasil mencapai W hqﬂn hﬁﬂmﬂuﬂrﬂﬁ apakah asumsi bahwa
demokrasi adalah prasyarat mutlak untuk kehﬁlajutnn yang termuat dalam
prinsip SDGs 16 masih relevan?

Temuan ini berkontribusi pada diskusi teoritis tentang wvarian
otoritarianisme dalam isu lingkungan, khususnya bagaimana rezim oforiter
mengadaptasi waeana global untuk mempertahankan legitimasi domestik
tanpa mengakomodasi prinsip demokratis. Temuan ini memperkuat
pemmyatnan bahwa negara otorter dapal mengadopsi agenda hijau tanpa
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demokratisasi. dengan memanfuatkan proses lokalisasi norma yang selekif
dmuhpufmkmmmhnkmknmﬂlpﬂm

Penelitian ini bukan akhir, melsinkan awal dani debat kritis tentang
masa depan SDGs di tengah gelombang oloritarianisme hijuu. Jika
ghﬂm bisa mm "mmghijmhn" ulﬁrizl}ra tanpa melibatkan PﬁﬂﬂiF
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